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PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pnj

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, lahir di Babulu Barat, 26 Februari 2000 (umur 20 tahun), NIK
XXX, agama lIslam, pekerjaan SPG, Pendidikan SMP, tempat
kediaman di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Kuasa
Insidentil nomor W17-A11/495/HK.05/07/2020 tanggal 30 Juli 2020
memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentil, lahir di Sumedang, 3
Februari 1972, NIK XXX, Agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di XXX Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Tancung Purai, 01 Juli 1988 (umur 32 tahun), NIK XXX,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Money Changer),
Pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Wajo, Provinsi
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal
13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 April

2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu,
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat, di XXXKabupaten Wajo Provinsi Sulawesi
Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai 1 Anak
Bernama Anak Kandung, Lahir Tgl 18 Juli 2019;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember Tahun 2019 sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penyebabnya Tergugat telah
berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXX;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2019 yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat;

6. Bahwa semenjak pisah dengan Tergugat, Tergugat masih memberikan
nafkah uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anaknya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi

untuk rukun dalam rumah tangga;
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9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat (alm))
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara ini termasuk sengketa yang
dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :
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A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang aslinya

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Babulu, Kabupaten
Penajam paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal XXX,
sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, lahir di Gunung Makmur, 20 Juni 1995, Umur 25 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman
di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga sejak tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
di XXX, setelah itu keduanya tinggal di Sulawesi di rumah orang
tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
tapi kini keduanya sudah tidak harmonis;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut saat keduanya masih tinggal di XXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak Awal tahun 2020 sampai sekarang Saksi melihat
Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di
XXX, tapi Saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha dari keluarga untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi ll, lahir di Bandung, 20 Oktober 1976, Umur 44 tahun, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
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adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1999;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
di XXX, setelah itu keduanya tinggal di Sulawesi di rumah orang
tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah
dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
tapi kini keduanya sudah tidak harmonis;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
mulut saat keduanya masih tinggal di XXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak Awal tahun 2020 sampai sekarang Saksi melihat
Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tuanya di XXX,
tapi Saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha dari keluarga untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun,
mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan
mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara

ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;
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Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan

sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta
yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta
yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukiti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena
itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya hidup berpisah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumabh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
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Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi
untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum:
21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 290
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Y lee oY1 S5 oz 530 alsie) ol g 3l A ) sl W) e o i 130

Lagin 7Yl e oalill Jae g Lagllial (4 5 jnll o) 53 dna (3l

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan
keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan
hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan
suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian

Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan
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Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (Tasriih bi lhsaan) dan

semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah,
kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan
Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Qur'an

Surah Al-Nisaa’ ayat 130 yang berbunyi:

LaSa Lol 0 (IS5 4 o SR 0 (5 5 )5

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan

(kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan

karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Bijaksana.”

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami
Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur
Rahmawati, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
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Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD
Ayu Nur Rahmawati, S.H. Firdaus Muhammad, S.H.l.,, M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya :

PNBP : Rp 70.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Panggilan : Rp 800.000,-
Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 250.000,-
Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 1.176.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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